BUPATI PULANG pisau

PER/\TURAN BUPAT| PULANG PISAU
NOMOR :,17 TAHUN 2011

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (88M) DAN PELUMAS UNTUK
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

Mengirgat

»

DENSAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

bahwa d: lam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas untuk kendaraan dinas, maka perlu dibuat
pedomar pemberian Bahan Bakar Mnyak dan Pelumas;

Bahwa be-dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Pemberian
Bahan B:kar Minyak (BBM) dan Pelumas untuk kendaraan dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten
Katiagar., Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupat~n Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupat~n Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4180);

Undang- indang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahzn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

(Undang-Lndang Republik Indonesia Nomor 1. Tahun 2004 Tentang
perbendz haraan Negara (Lembaran Negara Bepubllk Indonesia Tahun 2001
Nomor 5, Tambahzn ' embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); _
Undang-1'ndang Reoublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indone :ia Nomor 4389); .
{Indang -utdang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

. sengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

:ﬁl.cerr‘:lebr::i‘r.\anNeg;ag Republikdmd"f‘ezar:::‘:: 002)004 Nomor 66, Tambahan
blik Indonesia No ;

Lembaus r\:’eag:gra :zz:’or 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undané ° Megara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  telah
Lembar:n " giubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
beberap? kalbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentan? : ery intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tentang, "emer! Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2008 N¢ mor 5 Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Undang Undang ¢ dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
pemerint 1h f:Uiaz 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2004 Nocmo ' .

4438);

g9 Tambahan
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Peratura , Pemeri
Pengelol 1an

Tihun :005
Nomor 4, 78);
9. Peraturar

Ntah Re .
KeU.ng.n Dubluk |nd0ne‘|‘

Nomgor l49, a:‘"\t (Lembar

Normor 58 Tahun 2005 Tentang ‘
an Negara Kepubl'k Indonesia

ahan Lembara, Negara Republik Indonesia
Pcmcrimah Re

Publiy Indo
r

nesia Nomur 38 Tahun 2007 Tentang
an anta

ra Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Oo;erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

emerintah

Sia TahUn

Repulix Indone
epublik Indonesi, N

- il onesi 0mor4737), Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
a nteri Dalam Nooo. ‘
) Sarana .lan Prasarang Ke”:i@ri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasl

dengan Peraturan Meiiter p
Perubab in atas Peraturan m
Standari;asj Sarana dan p
Peratura, Menteri Dala
Teknis P.:ngelolaan Bara
12. Peratur: n Menter; Dala

atas Perituran Menter

Pengelo aan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam
Negeri N
Pendap:tan dan Belanja geri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Anggaran

2011: Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran

emerintah Daerah sebagaimana telah diubah
alam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
enteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
r35arana Kurja Pemerintah Daerah;

™ Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
ng Daerah;

2m Negeri Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Perubahan
i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

11.

b Peraturin Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2010 Tentang

Pedomar. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011;

15. Peraturen Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penatau:ahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

Peraturar Bupati Pulang Pisau Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

Tahun A 1ggaran 2011.

16.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN B 'PATI PULANG PISAU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR
" MINYAK (BBN) OAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERIA TAH KAB'UPATEI PULANG PISAU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Peraturar Daerah ini yang dimaksud dlenga:is;aw
1 Daerah adalah Daerah KabupateT Pu ,a;lg ;

. ten Pulang Pisau;

y Kabupé':dhadlajlala:‘r::bl;?i;:h Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
3. Pemerir ta

RD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

. pp . . .
Pemennnh. D?perztt‘o:i:“i seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara
dengan wrinsi

. nesia Tahun 1945; )
Dasar Negara Re;::tt‘)h:c;:ﬂ?‘ gupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
4. pemerinteh Dae

: i b

penyeler ggara pemenntahar; .dl ?:era
. pulang Pisay, | -
Bupati adalah Bupa;':::h Sekretaris Daera" Kabupato;n l:‘:‘";igs::f“-
pest. cond E: h Pejaba” suuktura Kabupate?: Kzr'a gadalah'l(epala Satuan
ey seon ada‘a perangkat Daerah (SKPD)/Un. i
Kerja

Kepala 5 tuan

h/Unit Keria dilingkungan »2merintah Kabupaten Pulang
i kat Daerad
Kerja Pe.ang

Pisau;
i pDalam
ialanin Dinas M
’ z:gn‘ w.layah Kabupaten Pu

N W

(3h adalah perjalanan Dinas yang dilaksanakan
Dae

ng Pisau;
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10. Perjalanan Dinas Lya, D
+ a |
wilayah kabupaten Pulan:r:l':aaudalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dluar

11 Kendaraz 1 Dinas 3
atau Pem erintah Da::?\hv::ngla”an Dinas bermotor dinas milik Pemerintah
12. Bahan Ba'-ar Minyak (8 8 dipergunakan;
B
untuk operasional kendar:::, adalah bakan bakar minyak yang dipergunakan

Pisau; # dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang

13. Pelumas adala
kendaraz n'dlna:‘diltl,:h:n Pelumas yang dipergunakan untuk operasional
BXUNgan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. |

.
’

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

:S_rzturan ?;-jpanjl-m. TENgatur tentang pedoman pemberian BBM dan Pelumas untuk .
- kendaraan dinas i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melip ati Kendaraan

Dinas Roda 4 (Empat) Mobil, Kendaraan Roda 2 (Dua) Sepeda Motor, Speed Boat, .
Generator (Genset) dan Truk.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Maksud da i Peraturan ini sebagai pedoman besaran dalam pemberian BBM
Jdan Peliimas;
(2) Tajuan .cari Feraturan ini agar pemberian BBM dan Pelumas dapat
dipertary,gung jawabkan memenuhi azas kewajaran;
(3) Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai pemberian BBM dan
Pelumas
BABIV
JENIS KENDARAAN DINAS
Pasal 4

Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :
(1) Kendaraa. Perorangan Dinas;

(2)  Kendaraa Dinas Jabatan;

(3)  Kendar: an Dinas Operasional;

(4) Kendara in Dinas Operasional Teknis Khusus.

Pasal 5

(1)  Kendarain Perorangan Dinavsv ;ﬁhsasai??“a dimaksud Pasal 4 Ayat (1)
i - i Bupati dan Wakil Bupatl;

(2) ilep:t;::at;: E:)r;r?aasg;aﬂbar;an sebagaimna dimaksud Pasal 4 Ayat (.2) disediakan dan
dipergun-ikan untuk pelaksanaan tugas pemeganc jabatan diperuntukan bagi
Pimpinar- DPRD, Pejabat Eselon Il dan Ese.lon ; —

(3) Kendari ~n Dinas Operasional sebagaimana ) o ": Pasal 4 Ayat (3)
disediak.in dan dipergunakan '-"“: ) F;e aVi;nan operasinal
perkanturan/lapangan sesual dengan tuga.spo o« can ut:lgs SKPD; _

(4)  Kendarawn Dinas Operasiona! _TER"'S/T:S“S t‘: 38|aimana dimaksud
Pasal 4 Ayat (4) disediakan dan diperguna snt ::e:tupe ayanan tugas yang
didesain secara khusus untuk pelaksanaan tuga .
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AB V [

BESARA B
N PEMBERIAN paM KENDARAAN DINAS

Pasal 6
(1) Besaran pemberian ggm unty

ampiran 1 Peraturan Bupatl ini;

(2) Kendara: n Peroran )
pemberiar bant 8an Dinas yang diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati
uan BBM rutin dilakukan perbulan;

(3) Kendaraen Dina .
st By s Jabatan yang diperuntukan bagi Pimpinun dan Anggota DPRD
P ! bantuan BBM dilakukan perbulan;

(4)  Kendaraa. Dinas Owerasio
nal yang di bagi Pejabat Eselon I
pemberia 1 bantuan BBM dilakukayn pirbuﬁer:'.untukan agi Pej

(5) Kendarian Dinas Operasional yang diperuntukan bagi Pejabat Eselon Ill dan \")
Jembe-ian bantuan PBM dilakukan perbulan;

(6) ijnm::n:n :BM rutin ker?daraan dinas operasional yang dipergunakan Camat

Fala e_zntor sebagaimana dimaksud Pasal (5) dilakukan perbulan;
(7) zendar E::"‘ Dinzs Operasional/Teknis khusus diberikan BBM rutin setiap bulan
an pac.i saat melaksanakan tugas tertentu diluar pelaksanaan tugas rutin
dengan melampirkan surat penggunaan kendaraan dinas tersebut (lampiran Il
Peraturan Bupati ini;

(8) Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk perjalanan akan diberikan bantuan
BBM sesuai daerah tujuannya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Il
Peratura  Bupati ini;

(9) Kendarvan Dinas operasional/teknis khusus seperti Mobil Pemadam, Mobil
Angkutan’Pick Up, Mobil Patroli dan Truk sampah dalam melaksanakan
tugas/ke giatan di dalam kota diberikan bantuan BBM maksimal;

(10)  Untuk fejabat Eselon II, Il dan IV yang belum mendapatkan kendaraan
operasioril dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat diberikan bantuan
BBM rutii perbulan;

(11)  Khusus mesin listrik/genset dapat diberikan BBM dengan memperhitungkan
tingkat I'ewajaran pemakaian yang didasa. kan pada daya mesin dan jumlah jam

pemakaiz..

BAB VI
PENGGANTIAN PELUMAS KENDARAAN DINAS

Pasal 7

(1) Penggan ian pelumas mesin, pelumas garden, transmisi, power stering, minyak
rem me ‘yesuaikan dengan petunjuk teknis yang direkomendasikan oleh pabrik;

(2) Penggar.tian pelumas speed boat menyesuaikan dengan pemakaian; :

(3) JAesin  Listrik/genset  dapat diberikan penggantian pelumas dengan
memper hiturgkan tingkat kewajaran.

BAB VIl

UNG JAWABAN PENGGUNAAN BBM DAN

PERTANGG
PELUMAS KENDARAAN DINAS

Pasal 8

ipertanggung jawabkan dengan cara
M dan Pelumas dipertan
(1) Penggut aa;‘ka::"okum on biaya faktur pembelian BBM/Pelumas;
menyan pa Jban penggunaan BBM untuk keperluan perjalanan dinas
(2) Pet:'angi'un&]a;maks d dalam Pasal 6 Ayat (2) dimasukan dalam rincian biaya
sebagairana
perjalan. n dinas; ilakukan sesual peraturan dan ketentuan
. BBM dilaku yang
(3)  Tata ca'a penyediaan
berlaku.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Untuk pe'noeriin BBM g; masing-masing SKPD diatur dengan Keputusan

Kepala $<PD yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran pada SKPD
bersang .utan;

(2) Besaran pemberian BBM sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini
menggut.akan standart maksimal yang dapat diberikan.

| , BAB IX
| KETETNTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati 2ulang Pisau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ti
Agar setiap orrng mengetahuinya, memerintahkan penguf"""‘a" Peraturan Bupa
Pulang Pisau ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah.

Ditetapker diPulang Pisau

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal .14..Jazuari

201

U
UPATEN PU ANG PEA

BERITADAERAH KAB
TAHUN 2011 NOMOR : 017
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PERATURAN BUPATI "ULANG PISAL

[
V\W'”"’”:,., TAHUN 2011
M0z JANUARI2011
NOOAL
i

PEMBERIAN BAHAN B/ KAR MINYAK (BI3M)

| carA , .
A AAN l)lﬂAb l’l’.N}ORAN( IAN, KENDARAAN DINAS JABATAN, KENDARAAN OPERASIONAL
HUSUS DAN KENDARAA N DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN

zﬁwmm PULANG PISAU

’
' Nama Jabatar | Jenis Kendaraan | Jenis BBM | BBM (liter

2 I 4 5
ol Toyola Herier  |Pertamax 275
Toyota Furtone. [Premium 275

1 ' Toyota Inova Premium
Wakil Bupatl Toycta Fortuner |Preinium 275
; Nissan Terann  |Premium 275
Toyota Inova Premium

Jewa DPRD Toyota Fotun:r |Premium 275
Wakil Ketua DPRD Honda/Toyola  |Premium 175
npyota Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah Sepeda Motor __ |Premium 75
Sehretaris Daer sh Nissan Terano  |Premium 225
sisten Sckretaris Dacrah Inova/LLGX Premium 175
§ 54 Ahli Bupati Toyota LGX Premium 125
Jepala SKPD Inova/LGX Premium 200
epala Kantor Avanza Premium 150
Camat Avanza Premium 150
Kendaraan Opersional diluar Kepala SK PD Premium 125
Kendaraan Operasional diluar Teknis/Kh:.sus Angkutan Pegawai Premium 150
Kendaraan Operasional Dinas Perhubuni;an Premium 150
Kendaraan Operasional diluar Teknis/K wsus Pemadam Kebakaran Premium 200
At PenyemproUmesin Pomipa Mobil P:madam Kebakaran Premium 150
Speed Boat Operasional Prcm?um =l
Kendaraar Operasional Teknis Angkutan .SamPEh/PCﬂ{ir_ﬂanan/PJU Premium 125
Kendaraan ( )perasional Teknis/Khusus 1'uskesmas Kchllt.I[.; Prcmium 280

§ fendaraan Operasional Teknis/Khusus | 'erpustakaan Keliling P remium 225
Kendaraan ( )perasional Teknis/Khusus '\mbu.lancc Prcmfum 150
Xendaraan Operasional Teknis/Khusus Patr.li/Pengawal Premium 100

Kepala Bagian Lingkup Setda L Premium 715

= Sepeda Motor  [Premium 25

Kepala Sub. Bagian Lingkup S¢eda___
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LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 17 TAHUIN 2011
TANGGAL: 12 JupuAri 2011

CONTOH FO
AMAT SURAT PENGGUNAAN KENDARAA DINAS CPERASIONAL TERNIS/KHUSUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS
: SHTUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengguna Kendaraan Dingas

‘Penis Kendaraan Dinas :
Identitas Kendaraan Dinas : KH
Tujuan Penggunaan Kendaraan Dina,
Waktu Penggunaan Kendaraan Dina.

p Disetujui untuk diberikan BBM seberar

Pengguna Kendaraan Dinas Mengetahui/Menyetujui :

A Kepala SKPD

( Nama Terang)) ( Nama Terang )
NIP. NIP.

BUPATI PULANG PISAU,

ACHMAD AMUR
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